
 

 

 

 

 

 

RANCANGAN 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT  

POS DAN INFORMATIKA 

NOMOR       TAHUN 2019 

TENTANG 

PERSYARATAN TEKNIS PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG TERHUBUNG 
KE PUBLIK SWITCH TELEPHONE NETWORK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT  

POS DAN INFORMATIKA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Telekomunikasi, setiap alat dan 

perangkat telekomunikasi, yang dibuat, dirakit, 

dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan 

di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi 

persyaratan teknis; 

b.  bahwa dipandang perlu mengatur persyaratan teknis alat 

dan/atau perangkat telekomunikasi terminal single 

sideband power line carrier; 

c.  bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 

Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi 

Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi, Persyaratan 

Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi diatur 

dengan Peraturan Direktur Jenderal; 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf  a, dan huruf b, dan huruf c perlu 

menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Sumber Daya 

dan Perangkat Pos dan Informatika tentang Persyaratan 

Teknis Perangkat Telekomunikasi yang Terhubung Ke 

Publik Switch Telephone Network; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3881); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang 

Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3981); 

4.  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96); 

5.  Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 

Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);  

6.  Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 

Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Penggunaan 

Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1142);  

7.  Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 

Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi 

Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1801); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS 

DAN INFORMATIKA TENTANG PERSYARATAN TEKNIS 

PERANGKAT TELEKOMUNIKASI YANG TERHUBUNG KE 

PUBLIK SWITCH TELEPHONE NETWORK. 

 

Pasal 1 

Setiap Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang 

terhubung ke Publik Switch Telephone Network yang dibuat, 

dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau 

digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib 

memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Direktur Jenderal ini. 

 

Pasal 2 

Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang terhubung ke 

Publik Switch Telephone Network sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 terdiri atas: 

a.  perangkat pesawat telepon analog; 

b.  perangkat faksimile; 

c.  perangkat private automatic branch exchange; dan 

d.  perangkat lain yang terhubung ke Publik Switch 

Telephone Network. 

Pasal 3 

Penilaian terhadap pemenuhan kewajiban setiap Alat 

dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang terhubung ke Publik 

Switch Telephone Network  dalam memenuhi persyaratan 

teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan 

melalui sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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Pasal 4 

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku: 

a.  Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi 

Nomor 004/DIRJEN/1999 tentang Penetapan 

Persyaratan Teknis Alat/Perangkat Telekomunikasi 

Untuk Perangkat PABX/STLO Analog; 

b.  Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi 

Nomor 006/DIRJEN/1999; 

c.  Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi 

Nomor 86/DIRJEN/1999 tentang Persyaratan Teknis 

Perangkat Telepon Tanpa Kabel Umum; 

d.  Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi 

Nomor 255/DIRJEN/2002 tentang Persyaratan Teknis 

Alat/Perangkat Pencatatan Data Pembicaraan Telepon 

(PDPT); 

e.  Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi 

Nomor 277/DIRJEN/2010 tentang Persyaratan Teknis 

Alat dan Perangkat Telekomunikasi Key Telephone 

System (KTS); 

f.  Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi 

Nomor  250/DIRJEN/2005 tentang Persyaratan Teknis 

Alat dan Perangkat Untuk Interface Analog Perangkat 

Pelanggan Terhubung ke Public Switched Telephone 

Network (PSTN), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 4 

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

 

   

   

 


